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SAMARINDA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 165/K-28/PER-UU /2021
TENTANG

KOORDINATOR ADMINISTRASI KEUANGAN, TIM AHLI/TENAGA AHLI,
DAN STAF SEKRETARIAT PADA PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN DAERALH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, E

Menimbang :  bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam
penyebarluasan  produk  hukum  dacrah  kepada
masyarakat di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan
sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan
Dacrah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan  Daerah, perlu mengangkat
Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Tenaga
Ahli, dan Stal Sckretariat pada Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi  Peraturan  Dacrah  dengan  Keputusan
Sckretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Dacrah  Otonom Provinsi
Kalimantan  DBarat, Kalimantan Selatan  dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48406);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Nepara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabhun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Repubhik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesin Nomor §5587),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintanhan Daerah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5679);
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Memperhatikan
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10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2
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Peraturan Pemetintah Nomor 18 Tahun 2017 tentany
Hak Keuangan Administeatl Punpinan dan Angeota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesin - Talmnn 2017 Nomor 1 Oy,
Tambahan  Lembaran  Negora Republik  Indonesi
Nomor 6OL7),;

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penvusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun JOIH
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 0197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0322},

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kahimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 13, dan Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
ar)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tunur Nomor 4
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Daerah Provinsi Kalhimantan Timur Tahun
Anggaran 2021  (Lembaran  Daecrah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4);

Tahun 2015 tentang Pendelegasian Penerbitan dan
Penandatanganan  Produk Hukum Daecrah  Yang
Bersifat Penetapan Kepada Kepala Satuan Kerjo
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2015 Nomor 2);

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor &2
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sckretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Benta !

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20106 Nomor i

53); -

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinst

l.

Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinst Kahimantan
Tinur Tahun 2020 Nomor 04);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Republik  Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 80 Tahun 20156
tentang  Pembentukan Produk Hukum Duaerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
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2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/382/2020 Tahun 2020 (entang
Protokol Keschatan Dagi Masyarakat Di Tempat Dan
Fasilitns Umum  Dalam  Rangka Pencegahan  dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Keschatan Scbagai Upaya Pt:nccguhnnl dan
Pengendalian  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Nomor 49).

-

MEMUTUSKAN :
.
Menetapkan
KESATU . Mengangkat  Koordinator  Administrasi  Keuangan, Tim

Ahli/Tenaga Ahli, dan Stal Sckretariat pada Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah  pada tanggal
26 s.d 28 Maret 2021 dengan susunan personil tercantum
dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA . Koordinator Administrasi Keuangan Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut:
a. Menerima dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah
dari Bendahara pengeluaran Sckretariat DPRD Provinsi
kalimantan Timur;
b. Memonitor segala bentuk pengeluaran dana kegiatan

Sosialisasi Peraturan Daerah;

¢. Menyampaikan laporan pengeluaran dana kegiatan
Sosialisasi  Peraturan Daerah kepada Bendahara
Pengeluaran;

KETIGA + Tim Ahli/Tenaga Ahli Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Daerah mempunyai tugas-tugas, scbagai berikut :
a. Menyiapkan bahan materi muatan/kajian Peraturan
Daerah yang akan disosialisasikan oleh Angeota DPRD;
b. Mendampingi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
dalam pelaksanaan  kegiatan  Seosialisasi  Peraturan
Dacrah;
c. Mclakukan koordinasi antara stal administrasi anggota,
koordinator admin, narasumber dan moderator;
d. Membuat hasil laporan materi muatan/kajian Peraturan
Daerah yang disosialisasikan Anggola DPRD:
Membuat notulensast,
f. Melakukan evalunsi kegiatan  Sosialisasi  Peraturan
Daerah,

F

KEEMPAT ¢ Stal Sekretariat Kegiatan  Sosialisasi Peraturan Daerah
mempunyai tugas-tagas, sebagai berikut:
a, Memfasilitasi - persiapan - dan pelaksanaan  kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh
Anpgota DPRD Provinsi Kalimantan Timur:
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b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sosialisasi Peraturan
Dacrah;

. Mclaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan
kegiatan Sosialisasi Peraturan Dacrah.

KELIMA . Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Administrasi
Keuangan, Tim Ahli/Tenaga Ahli, dan Staf Sekretariat pada
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tersebut harus
scnantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab
sccara teknis kepada Anggota DPRD per masing-masing

Wilayah dan secara administratif kepada Sekretaris DPRD
Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan kcpum‘san ini
dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2021 melalui Sekretariat DPRD Provinsi
Kalimantan Timur.

KEENAM + Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penctapannya, akan diperbaiki scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Maret 2021

e - A

ARIS DPRD PROVINSI KALTIM

' Drs.H.Mihammad Ramadhan,MMT.
“~=:Pembina Utama Muda (IV/¢)
NIP. 19640128 199003 1 006

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda:

2. Scluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda:

4. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD  Provinsi

Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.
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AMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

OMOR : 165/K- 28 JPER-UU/2021

INTANG : KOORDINATOR ADMINISTRASI KEUANGAN, TIM AHLIUTENAGA AHLI, DAN STAF SEKRETARIAT PADA
PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISAS! PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
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